WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 20 Tahun 2011

- TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40

TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
' BELANUA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang :a. bahwaltelah terjadi musibah kebakaran pada Makassar Mall (Ex.
’ | Pasar Sentral) pada tanggal 28 Juni 2011 Pukul 00.35 WITA;

b. -bahwa|berdasarkan Surat Perusahaan Daerah Pasar Makassar
‘ Raya» IKota Makassar, jur'n'lafh petak lods/kios/lapak tempat
'blerd'agang yang hangus terbakar sebanyak 3.328;
b. bahwa Pemerintah Kota Makaésar berencana membangun Tempat
| | P'enam;“ ungah-Sementara' (TPS) bagi para pedagang yang terkena: -
musibah; - |
é. bahwa berdasarkan'SUrat Kepala Dinas Pekerjaan Umufn No.

) 640/124/DPUN|I/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Rencana

Pembangunan TPS Ex Pasar Makssar Mall di'bUtuh.kan anggafan
sebesaisebesar Rp. 4:350.024.000,- | |

d. bahWé untuk rekonstruksi kembali QedUng Makassar Méll perlu
d Iakukén kajian terhadap kelayaka_n_ bangunan gedung Makassar

Mall yar1

|

g telah terbakar;




Mengingat

W

. bahwa ' berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

471.13/21141/SJ tanggal 13 Oktober 2010, Kota Makassar telah
d'itetapk:an sebagai salah satu Kota yang diprogramkan untuk
penera;?an e-KTP pada Tahun 2011;

biahwa ‘i:berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan
Ciatatanj Sipil Kota Makassar Nomor 477/330/Dukpil/V1/2011
ta;\nggal!:23 Mei 2011 perihal Permohonan dukungan APBD untuk
o%perasiicgmal penerapan e-KTP  Tahun 2011  sebesar

Rp.5.222.266.880,
| i

: b:ahwa ;,setelah dilakukan penyusunan dan perhitungan anggaran

yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi KTP Elektronik

dialam 'i'ahun Anggaran 2011, dibutuhkan pula anggaran sébésér
| .

Rp 989 860.000,- yang akan dialokasikan pada 14 Kecamatan

8;e Kota Makassar;
I

. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

[jaerah'i Nomor 900/690/DPRD/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011

perlhal 'a Persetujuan penganggaran pembangunan tempat
} . .

penampungan sementara pedagang Makassar Mall  dan

!
penerapan e-KTP mendahului Perubahan APBD 2011;

ti)ahwa :|untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan
Pleratura:m Walikota Makassarr;
| y

1. Urhdang-i‘Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
: i

Déerah-ﬁ;jaerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

In:donesii%a Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara

Republik; Indonesia Nomor 1822):



3

'TJndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Béngunaj[n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

: Urf1dang-

ch>mor 6&13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
33%12) se%bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12§ Tahuh 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Némor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35?69); ‘
. Ur;dang-iJndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atias Tar%ah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

i
|

Tahun 1?997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

lncJonesi%l Nomor 3688);

|
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara y]ang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lc?mbarefn Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 795,

Tai‘mbaha?n Lembaran Negara Nomor 3851);

. Unidang-%)ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Leimbarein Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Taimbaha?n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )';‘ "

. Un%dang-L;Jndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tamba}han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
. Undang-LiJndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);
| !
. Un*dang-LfJndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolé}an dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

' |
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4

UndanQ—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perenc?naan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Ihdoneéia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republi|k Indonesia Nomor 4421);

' y
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

11.

Daerah!'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Ta}nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
I
s%ebagai' ana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

_ 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

'Ni‘omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
N‘egara ;iRepuink Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lzembarén Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

U:ndang;-:Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kiiauang;a‘n Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(lfembar’ian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,

Témbahén Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
| i

12.Uf§1dang-|Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Rietribusil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2d09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3988);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keiuanga:in Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Négara I"?epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

‘ i
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
. I

14. Peiraturah; Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dah Pen’“gawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

Tarf;nbaha‘lgn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



15. Peraturan P|,emer|ntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran 'lNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan ;';Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

! ]
16. Peraturan fPemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

|f

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
i

4139y )

17. Peraturan J Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
IJ

AkuntaS| Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

!
Tahun 2(|?05 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indbnesiaja'Nomor 4503);

. i
18.Per§aturar{f Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
1 (
Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

No 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575x |
19.Pe’raturar;|'i Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Kefuangafl;n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20f05 Noﬁnor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
{

Nomor 4578);
o
20.P?raturajh Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pényusu’fnan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(L:embar,il"an Negara Republik Indones’ié Tahun 2005 No 150,

TémbaH’én Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

,l

Daerahl’(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165,

Fambalﬁlan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



22.P¢ratura‘fn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Kéuangén dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Rjepublikfl- Indonesia Tahun 2006 No 25, Lembaran Negara Republik

In donesiia Nomor 4614);

23.Pc73raturajn Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokol%er dan Keuangan Pimpinan dan Anggc;ta Dewan Perwakilan

)=

Rékyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

N{)mor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

P

Nc§>mor 1416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
de:ngan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Peiarubah*an Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 teritang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan‘dan

Anggota| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Rc?publiki Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
N(iegara I%erublik Indonesia Nomor 4712);
|
24.P%ratura;n Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
P%rubahfan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20:06 tenitang Pedoman Pengelolaan KéUangan Daerah;
25.Pe§ratural1 Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

i i
Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

| .
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaianya;

|
26.Peratura;n Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang

Peidomal':1 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

27.Peratura‘1 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubah‘fln Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tafhun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peiraturarf1 Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pdkok P‘:akok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Ko:ta Makiassar Tahun 2009 Nomor 4);



' :29.Pi"eraturén._ Daerah Kota“Makassar Nomor 4 Tahun 2010:'tentang_:
A;nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar_ Tahun
‘ Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahuh

2010); |

30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang
Kebijakajn Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;

;31».Pieraturé1;h Walikota Makassar Nomor 69 ‘Tahun 2009 tentang
Sistem cifian Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

| ‘| ] . .
32.P:eratura;n Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang
? [

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

| M'akasse;lf Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar

Nomor 40 Tahun 2010).

b MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :PERUBAHAN KETUJUH PERATURAN  WALIKOTA
'MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG
' PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN. DAN BELANJA
' DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Mendahului Perub?han A,nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011. merubah ‘Belanj?, Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Kependudukan dan Cataf;tan Sipil, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Biringkanaya,
Kecamatan Makaissar, ;'Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan
Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Rappocini, Kecamatan
Tamalanrea Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang,
Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo yang dimuat pada lampiran
Peraturan Wallkota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagalmana terlamplr pada

Peraturan Walikota ini. |



Pasal 2

‘Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana -dimaksud
Pasal 1 harus dlmuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 201 1.
Pasal 3

| | .
Peraturan Walikotia Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Pasal 4

Peraturan Wallkota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal dltetapkan dengan
ketentuan bahw? apa'\blla dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau
perkembangan Iam dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan

sebagaimana mestlnya =

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 19 Juli 2011

Diundangkan di Kota Makassér H ILHAM ARIEE SIRAJUDDIN

Pada Tanggal 19 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KOT;A MAKASSAR

——

-

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA::
Berita Daerah Kota MakassarélNomor 20 Tahun 2011



